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RINGKASAN

Dalam hukum acara pidana seorang yang melakukan tindak pidana haruslah
diperiksa terlebih dahulu dan memiliki dasar hukum dipidanankan karena saat
berbicara masalah Justice collaborator belum bisa ditentukan bahwa orang yang
melakukan kejahatan tersebut karena dari dirinya dan bisa jadi dari orang lain
yang berada diatas karena adanya tekanan dari atasan. Oleh karena itu peneliti
bertujuan untuk mengetahui tentang 1) Bagaimana pemberlakuan Justice
collaborator dalam pembuktian pidana acara di Indonesia. 2) idealnya pengaturan
hukum Justice collaborator dalam hukum Tindak Pidana acara di Indonesia,

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan Tipe
penelitian yang digunakan adalah reform-oriented research dan bersifat
preskriptif analitis. Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah KUHAP dan
SEMA No: 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (Whistle
blower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (Justice collaborator). Analisis data
menggunakan analisis studi bahan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian bahwa 1) Pemberlakuan Justice collaborator dalam
pembuktian hukum acara pidana di indonesia karena mengingat peranan saksi
pengungkapan fakta- fakta materiil di dalam persidangan. Narasi demikian
diamini Romli Atmasasmita yang mengungkapkan bahwa, sebagian alat bukti
(petunjuk, surat dan dokumen elektronik) dapat memiliki nilai kekuatan
pembuktian mengikat (beweis lag) jika hakim sudah meyakini bahwa alat bukti
lainnya memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.
alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara
pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat
bukti keterangan saksi.Hampir semua pembuktian perkara pidana, selau bersandar
kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping
pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian
dengan alat bukti keterangan saksi. 2) Idealnya pengaturan hukum Justice
collaborator dalam hukum tindak pidana acara di Indonesia secara umum yang
harus diperhatikan adalah kaidah dari hukum perlindungan kesaksian yang
dianggap sebagai saksi mahkota. Sebab tidak ada lagi saksi lainnya yang
menyaksikannya baik dari saksi orang ataupun dari barang bukti CCTV yang ada.
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam hukum acara pidana harus
mempertimbangan bahwa saksi kunci yang memiliki masalah tindak pidana tidak
dapat disalahkan sepenuhnya karena Justice collaborator tersebut harus
dilindungan agar kesaksiannya dapat dipertanggungjawabkan dan harus
dilindungan secara hukum HAM yang melindungi semua orang termasuk dalam
kategori sebagai Justice collaborator.
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ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan Tipe penelitian
yang digunakan adalah reform-oriented research dan bersifat preskriptif analitis.
Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah KUHAP dan SEMA No: 4 tahun
2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (Whistle blower) dan saksi
pelaku yang bekerja sama (Justice collaborator). Analisis data menggunakan
analisis studi bahan hukum yang berlaku. Hasil penelitian bahwa 1) Pemberlakuan
Justice collaborator dalam pembuktian hukum acara pidana di indonesia karena
mendominasi dalam pengungkapan fakta- fakta materiil di dalam persidangan.
Narasi demikian diamini Romli Atmasasmita yang mengungkapkan bahwa,
sebagian alat bukti (petunjuk, surat dan dokumen elektronik) dapat memiliki nilai
kekuatan pembuktian mengikat (beweis lag) jika hakim sudah meyakini bahwa
alat bukti lainnya memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi dan keterangan
terdakwa. alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama
dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari
pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara
pidana, selau bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-
kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu
diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. 2) Idealnya pengaturan
hukum Justice collaborator dalam hukum tindak pidana acara di Indonesia secara
umum yang harus diperhatikan adalah kaidah dari hukum perlindungan kesaksian
yang dianggap sebagai saksi mahkota. Sebab tidak ada lagi saksi lainnya yang
menyaksikannya baik dari saksi orang ataupun dari barang bukti CCTV yang ada.
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam hukum acara pidana harus
mempertimbangan bahwa saksi kunci yang memiliki masalah tindak pidana tidak
dapat disalahkan sepenuhnya karena Justice collaborator tersebut harus
dilindungan agar kesaksiannya dapat dipertanggungjawabkan dan harus
dilindungan secara hukum HAM yang melindungi semua orang termasuk dalam
kategori sebagai Justice collaborator.

Kata Kunci: Justice collaborator, Hukum Acara Pidana
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ABSTRACT

This research uses a normative legal approach with the type of research used is
reform-oriented research and is prescriptive analytical. The primary legal
material used is KUHAP and SEMA No. 4 of 2011 on the treatment of whistle
blowers and witnesses of collaborating perpetrators. (Justice collaborator). Data
analysis using the analysis of the study of applicable legal material. The research
finds that (1) the application of justice collaborators in the legal proofing of
criminal cases in Indonesia because given the role of adult witnesses (Justice
collaborators) it is highly dominant in the disclosure of facts-material facts in the
trial. Romli Atmasasmita revealed that some of the means of proof (instructions,
letters and electronic documents) may have the value of a binding evidence
(beweis lag) if the judge has already believed that other means of evidence have
compatibility with the testimony of witnesses and the indictees. Witness testimony
is the most important means of evidence in criminal cases. It can be said, no
criminal case is out of the evidence of witness testimony. Almost all evidence in
criminal matters is based on the examination of the testimony of witnesses. 2) The
ideal setting of justice collaborator law in the criminal law of events in Indonesia
in general that should be observed is the law of protection of testimony that is
considered as a crown witness, because no other witness witnesses witness it
either from the witness person or from the evidence CCTV exists. It can therefore
be concluded that in criminal proceedings law should take into account that key
witnesses who have a criminal problem cannot be fully guilty because such
Justice collaborators must be protected so that their testimony can be held
accountable and must be legally protected HAM that protects everyone falls into
the category of Justice collaborator.

Keywords: Justice Collaborator, Criminal Procedure Law
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